REPUBLIK INDONESIA

No.255, 2018 KEMENDAGRI. Pencabutan Permen Tahap I.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN,
BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN,
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG
KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG
WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG
PEREKONOMIAN TAHAP I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelarasan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggara
pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
perlu dilakukan pencabutan 50 (lima puluh) Peraturan
Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang
Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan
Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan
Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan
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Mengingat

Menetapkan

Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang
Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang serta Bidang

Perekonomian Tahap I;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG
KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG
PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN,
BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN,
BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG
PEREKONOMIAN TAHAP I.
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Pasal I

Beberapa Peraturan Menteri ini, yang meliputi:

1. Bidang Pertanahan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk

Keperluan Tempat Pemakaman.

2. Bidang Pemerintahan sebagai berikut:

a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pertahanan

Sipil di Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991

tentang Pasar Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008

tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pengajuan Cuti bagi Kepala Daerah
dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan
Permohonan Izin bagi Kepala Daerah yang dicalonkan
Menjadi Presiden Atau Wakil Presiden;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pedoman = Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010
tentang Pedoman  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 457);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2012 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 628);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1290);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014
tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1745); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1669).

3. Bidang Kepegawaian sebagai berikut:

a.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2001
tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2001
tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji
Pokok PNS di Lingkungan Depdagri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004
tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Depdagri dan PNS Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006
tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2007
tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan /Pemberian
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;



